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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Memasuki periode Demokrasi Liberal (1950-1957), Indonesia mencoba 

menerapkan praktik demokrasi sebebas-bebasnya dengan cara membiarkan semua 

ide, gagasan, dan ideologi bersaing secara sehat dalam kontestasi perpolitikan 

nasional untuk memperebutkan kursi di dalam pemerintahan. Penerapan Demokrasi 

Liberal yang meniru parlemen Belanda tersebut ternyata mengalami kegagalan karena 

tidak cocok dengan kultur masyarakat Indonesia. Demokrasi Liberal menawarkan 

sistem multipartai yang berujung pada pembentukan kabinet koalisi yang berisi 

orang-orang dengan orientasi politik berbeda-beda. Perbedaan orientasi ini 

menyebabkan rumitnya pengambilan keputusan untuk meraih konsensus sehingga 

keserasian politik dan stabilitas nasional begitu sulit untuk dicapai (Kahin dan Kahin, 

1997: 49).  

 Polarisasi partai pada era Demokrasi Liberal menjadi salah satu penyebab 

jatuh-bangunnya kabinet pemerintahan. Kabinet yang dibentuk rata-rata hanya 

memiliki usia jabatan satu sampai dua tahun. Sudah tentu pembangunan nasional 

menjadi terhambat dan tidak efektif akibat program kerja kabinet yang tidak bisa 

terselesaikan dalam waktu singkat. Elite politik yang disibukkan dengan perebutan 

kekuasaan di pusat, mengalihkan perhatian pemerintah pusat dalam mengurusi 

permasalahan di daerah sehingga permasalahan sosial, ekonomi, politik dan 

pembangunan menjadi terabaikan. Hal ini memicu kekecewaan masyarakat daerah 

dan menimbulkan degradasi kepercayaan terhadap pemerintah pusat (Notosusanto, 

1985: 62; Ricklefs, 2007: 355). Oleh karena itu, akumulasi kekecewaan masyarakat 

menjadi latar belakang munculnya pergolakan di daerah, khususnya di Pulau 

Sumatera. 
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 Pergolakan daerah pertama diawali oleh perombakan kebijakan nasional yang 

dilakukan kabinet Ali Sastroadmijojo I (1953-1954) seperti contoh misalnya 

pencabutan akomodasi modal asing yang telah diterapkan sejak Kabinet Hatta, Natsir, 

Sukiman, dan Wilopo. Ali menganggap akomodasi modal asing merupakan salah satu 

sumber permasalahan perekonomian Indonesia. Selanjutnya, penerapan kebijakan 

droping pegawai pusat ke daerah yang dijadikan sebagai birokrat pada instansi 

pemerintahan daerah. Hal tersebut ditentang oleh tokoh-tokoh terkemuka daerah 

karena akan menghilangkan peranan putra daerah dalam membangun daerahnya 

sendiri (Pham, 2019: 121-122). Kebijakan ini menjadi cikal bakal berlakunya sistem 

sentralisme administrasi di Indonesia. 

Sistem sentralisme yang dilakukan Kabinet Ali memicu keinginan daerah 

untuk mendapatkan pemberian otonomi seluas-luasnya di berbagai bidang, seperti 

bidang administrasi pemerintahan, kewenangan, dan keuangan yang dinilai mampu 

menyejahterakan rakyat di daerah. Selanjutnya kewenangan pemerintah pusat hanya 

mencakup kepentingan nasional semata seperti mengatur keamanan, hubungan luar 

negeri, dan industrialisasi. Dengan kata lain pemerintahan daerah diberi wewenang 

lebih luas dan komposisi pejabat daerah diisi oleh para pemimpin yang berasal dari 

daerah tersebut agar pembangunan berjalan lebih efektif bersama putra daerah yang 

mampu menyerap aspirasi rakyat secara langsung (Leirissa, 1991: 9-10). 

Tuntutan tersebut mendapat dukungan dari Moh. Hatta karena Hatta 

menyadari bahwa sesungguhnya yang mengerti atas kebutuhan daerah tersebut adalah 

daerah itu sendiri. Pada tahun 1956, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang 

(UU) tentang pelaksanan otonomi daerah seluas-luasnya. Secara substansial UU 

tersebut telah memenuhi kehendak daerah akan cita-cita desentralisasi tetapi 

pelaksanaannya masih tetap tidak memuaskan. Menurut Thee Kian Wie (1996) dalam 

Bambang Purwanto (2013) menyebutkan Indonesia dibayangi ketidakstabilan politik, 

konflik antara sentralisme dan regionalisme, pembangunan ekonomi yang lambat, 

percepatan inflasi dan peningkatan anggaran defisit menyebabkan daerah menilai 

bahwa pemerintah pusat telah gagal dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena 

itu, tokoh-tokoh daerah (terutama golongan militer) mulai mengadakan perdagangan 
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yang menyimpang dari prosedur pemerintah pusat (penggelapan). Seperti contoh, aksi 

penyeludupan di Teluk Nibung di bawah koordinasi Panglima Simbolon (TT I/Bukit 

Barisan) dengan nama Operasi Militer Darurat, dan aksi penggelapan kopra yang 

dilakukan oleh Panglima Joop Warouw (TT VII/Wirabuana) di Sulawesi (Syamdani: 

2008: 43-44; Purwanto, 2013: 87; Harvey, 1989: 10). 

Pada sektor politik kedekatan para pemimpin pusat dengan tokoh Partai 

Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu pemicu memanasnya hubungan pusat 

dan daerah. Golongan militer di Sumatera sangat anti dengan ideologi Komunisme 

yang dinilai bersifat internasional. Para tokoh militer Sumatera kemudian membentuk 

koalasi bersama partai-partai politik yang bersebrangan dengan PKI seperti partai 

Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Koalisi ini kemudian mulai 

menggalang kekuatan di Sumatera dengan membangun pondasi dan ideologi politik 

di bawah satu organisasi bersama bernama Dewan Daerah (DD). Dewan Banteng di 

Sumatera Barat, Dewan Gajah di Medan, Dewan Manguni di Manado, Dewan 

Garuda di Sumatera Selatan (Mietzner, 2008: 434; Dinas Sejarah TNI - AD, 1978: 

115-117; Mahjuma, 1972: 259-261). 

Melihat kondisi pembangunan daerah yang semakin tidak memuaskan 

membuat para pemimpin Dewan Daerah mulai mengambil alih kekuasaan politik 

daerah guna menjalankan cita-cita pembangunan daerah. Gubernur daerah yang 

diangkat oleh pemerintah pusat dituntut menarik diri dari pemerintahan daerah dan 

menyerahkan kepemimpinannya pada Dewan Daerah. Di Sumatera Tengah, 

Gubernur Ruslan Muljoharjo menyerahkan segala tugas pemerintahan kepada ketua 

Dewan Banteng. Sedangkan di Sumatera Selatan, Letkol Barlian memutuskan 

hubungan dengan pemerintah pusat sehingga Gubernur Winarno mengajukan 

permohonan berhenti kepada Menteri Dalam Negeri. Atas keputusan pengunduran 

diri Winarno sebagai Gubernur Sumsel, maka pada 15-17 Januari 1957 diadakan 

Kongres Adat Sumatera Selatan yang melahirkan “Piagam Perjuangan Sumatera 

Selatan” dan “Dewan Garuda” (Kahin dan Kahin, 1997: 71-73; Leirissa, 1991: 35-

71).  
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Aktivitas politik Dewan Daerah mulai dianggap berbahaya bagi pemerintah 

pusat karena dinilai berupaya membuat jarak antara pemerintah pusat dan daerah 

sehingga menimbulkan ketegangan politik berskala nasional. Pada tanggal 15 

Februari 1958, puncak ketegangan antara pusat dan daerah meledak. Dewan Daerah 

memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia 

(PRRI) di Sumatera dan Perjuangan Semesta (Permesta) di Sulawesi yang bertujuan 

untuk meciptakan pemerintahan tandingan dan menegaskan bahwa mereka terbebas 

dari kewajiban taat kepada Soekarno selaku kepala negara (Salim, 1971: 17).  

 Aksi Dewan Daerah yang mendirikan PRRI mendapat tanggapan serius dari 

Dewan Garuda. Sejak awal berdiri, intenral Dewan Garuda sudah terjadi keretakan 

antara tokoh-tokoh yang telibat di dalamnya. Terdapat dua kubu yang sama-sama 

dekat dengan pemerintah pusat dan DD. Kubu pertama yang condong lebih dekat 

dengan pemerintah pusat ialah Bambang Utoyo dan Ryacudu. Sedangkan kubu ke 

dua yang condong lebih dekat dengan DD ialah Nawawi. Menyadari konflik dingin 

antara tokoh-tokoh militer dalam Dewan Garuda, membuat Letkol Barlian dilema dan 

secepatnya mencari jalan tengah yang tidak merugikan satu sama lain termasuk 

Dewan Garuda itu sendiri. Setelah konflik antara PRRI dan pemerintah pusat 

meletus, Barlian memutuskan bahwa Dewan Garuda tidak terlibat di dalamnya karena 

banyak hal yang mesti dipertimbangkan secara matang terhitung dari kondisi personil 

militer, persenjataan dan perlengkapan lainnya. Walaupun Dewan Garuda menarik 

diri dari pergolakan daerah, Letkol Barlian tetap mempersilahkan kepada pihak-pihak 

yang tetap ingin bergabung dengan DD untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita 

pembangunan. Anggota Dewan Garuda yang memutuskan untuk tetap bergabung 

dalam PRRI adalah Mayor Nawawi. Dengan dibekali persenjataan, logistik dan 

perlengkapan lain, Mayor Nawawi beserta sejumlah pengikutnya bertolak ke 

Bengkulu untuk membentuk pasukan PRRI disana (Djarab, 2004: 280; Dewi, 2008: 

108). 

 Pada penelitian sebelumnya, pembentukan Dewan Garuda telah dibahas oleh 

Lindawati dalam penelitian yang berjudul “Dewan Garuda di Sumatera Selatan 

(1956-1958). Beliau hanya menjelaskan secara terperinci mengenai latar belakang 



5 
 

pembentukan Dewan Garuda dan hubungannya dengan PRRI (Nasional) tanpa 

menjelaskan lebih lanjut terkait pelaksanaan pemberontakan PRRI di Sumsel dan 

dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan penelitian Mugiyati dengan judul 

“Peranan Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution Dalam Menumpas Gerakan 

PRRI/Permesta (1958-1961) menjelaskan tentang bagaimana KSAD dan pemerintah 

pusat menanggapi dan menumpas pemberontakan PRRI secara nasional di berbagai 

daerah. Penulishendak menggali lebih jauh informasi mengenai pemberontakan PRRI 

dan ingin merekonstruksikan ulang peristiwa PRRI di Sumsel melalui penelitian ini.  

 Dalam penelitian berjudul “Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner 

Republik Indonesia di Sumatera Selatan tahun 1956 – 1961 (Sumbangan Materi Pada 

Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII di SMA Srijaya Negara Palembang)” 

dipandang sebagai usaha penulis untuk merekonstruksikan ulang peristiwa PRRI di 

Sumsel. Penulis sangat tertarik menelusuri konflik internal dalam NKRI pasca 

kemerdekaan di Pulau Sumatera, terlebih khusus di Daerah Sumatera Selatan. 

Mengapa dahulu tokoh-tokoh daerah di Sumsel mendirikan Dewan Garuda. Dan 

bagaimana proses terjadinya pemberontakan PRRI di Sumsel serta bagaimana akhir 

dari pemberontakan PRRI di Sumsel. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk 

mengkaji ulang peristiwa pemberontakan PRRI di Sumsel.   

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses terbentuknya Pemberontakan PRRI di Sumatera Selatan 

Tahun 1956-1961 ? 

2. Bagaimana proses terjadinya Pemberontakan PRRI di Sumatera Selatan 

Tahun 1956-1961 ? 

3. Bagaimana akhir Pemberontakan PRRI di Sumatera Selatan Tahun 1956-1961 

? 

1.3 Batasan Masalah 

 Adanya batasan masalah ini digunakan agar penelitian tidak menyimpang dari 

masalah yang akan dibahas dan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini perlu dibuat suatu batasan. Adapun batasan yang dimaksud ialah :  
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1.3.1 Skup Temikal 

 Skup tematikal berfungsi untuk membatasi tema yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis mengambil tema Pemberontakan PRRI di 

Sumatera Selatan Tahun 1956-1961. Penelitian ini mengkaji bagaimana proses 

terbentuknya pemberontakan PRRI di Sumsel, jalannya pemberontakan, dan akhir 

dari pemberontakan.  

1.3.2 Skup Spasial 

 Skup spasial merupakan pembatasan wilayah penelitian, agar penelitian ini 

tidak keluar dari wilayah atau objek peristiwa yang diteliti. Dalam penelitian ini, 

penulis membatasi wilayah penelitian di provinsi Sumatera Selatan tepatnya di daerah 

Palembang, Musi Banyuasin, dan Bengkulu sebagai objek kajian. Penulis hanya 

melakukan penelitian di tiga wilayah tersebut, karena pemberontakan PRRI hanya 

terjadi disana. Sedangkan untuk daerah lain di wilayah Sumsel, tidak ada aktivitas 

pemberontakan PRRI.  

1.3.3 Skup Temporal 

Skup temporal merupakan pembatasan masalah yang berkaitan dengan waktu 

peristiwa terjadi atau berlangsung. Dalam penelitian ini kurun waktu peristiwa yang 

akan ditulis adalah tahun 1956 sampai dengan 1961. Pengambilan tahun tersebut 

didasarkan pada bermulanya permasalahan pergolakan daerah pada tahun 1956 dan 

berakhirnya pemberontakan PRRI di Sumatera Selatan tahun 1961. Oleh karena itu, 

penulis mengambilnya sebagai skup temporal dalam penelitian ini.  

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Untuk menjelaskan Pemberontakan PRRI di Sumatera Selatan Tahun 

1956-1961. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk menjelaskan proses terbentuknya Pemberontakan PRRI di 

Sumatera Selatan Tahun 1956-1961. 
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2. Untuk menjelaskan proses terjadinya Pemberontakan PRRI di 

Sumatera Selatan Tahun 1956-1961. 

3. Untuk menjelaskan akhir dari Pemberontakan PRRI di Sumatera 

Selatan Tahun 1956-1961. 

1.5 Manfaat Penelitian  

 Manfaat penelitian ini adalah untuk : 

1.5.1 Sebagai syarat untuk meraih gelar Strata Satu (S1) Program Studi 

Pendidikan Sejarah. 

1.5.2 menambah sumber informasi bagi yang memerlukan. 

1.5.3 memperbanyak khasanah sejarah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Abdullah, Ma’ moen. 1991. Sejarah Daerah Sumatera Selatan. Jakarta: 

 Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan 

 Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Provinsi Sumatera Selatan. 

Abadi, Husnu dkk. 2008. 100 Tahun Mohammad Natsir: Berdamai Dengan Sejarah. 

 Jakarta: Republika 

Alian. 2017. Pengantar Ilmu Sejarah. Palembang. Fakultas Keguruan dan Ilmu 

 Pendidikan Universitas Sriwijaya 

Asnan, Gusti. 2007. Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an. 

 Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 

Chandra, Ryllian. 2015. Kontestasi Politik Di Palembang 1950-1970: Dinamika 

 Politik Islam Dari Liberal Sampai Transisi Menuju Orde Baru. Yogyakarta: 

 Idea Press Yogyakarta 

Chazawi, Adami. 2002. Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara. 

 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 

Daliman, A. 2012. Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Ombak. 

Dinas Sejarah TNI - AD. 1978. Penumpasan Pemberontakan Separatisme Di 

 Indonesia. Jakarta: Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 

 Dinas Sejarah 

Dydo, Todiruan. 1989. Pergolakan Politik Tentara : Sebelum dan Sesudah 

 G30S/PKI. Jakarta: Golden Terayon Press 

Djarab, Hendarmin. 2004. Mendahului Semangat Zaman : Letkol Barlian  (Panglima 

 TT II Sriwijaya 1956-1958). Jakarta: Cikal Media. 

Djamhari, Saleh As’ad. 1971. Ichtisar Sedjarah Perjuangan ABRI (1945-Sekarang). 

 Jakarta: Departemen Pertahanan-Keamanan Pusat Sedjarah ABRI 

Dzulfikriddin, M. 2010. Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia: Peran 

 Dan Jasa Mohammad Natsir Dalam Dua Orde Indonesia. Bandung: PT. 

 Mizan Pustaka  

Haris, Yusman. 2010. Pergolakan-Pergolakan Di Daerh Musi Banyuasin. 

 Palembang: Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin 



9 
 

Hanafiah, Djohan. 1998. Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya 

 Tingkat II Palembang. Palembang: Pemerintah Kotamadya Tingkat II 

 Palembang 

________________. 1996. Sejarah Perkembangan Pemerintahan Di Daerah 

 Sumatera Selatan. Palembang: Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I 

 Sumatera Selatan 

Harvey, Barbara Silirs. 1984. Permesta Pemberontakan Setengah Hati. Jakarta: 

 Grafiti Pers. 

Imran, Amrin dkk. 1971. Sedjarah Perkembangan Angkatan-Darat. Jakarta: 

 Departemen Pertahanan-Keamanan Pusat Sedjarah ABRI 

Irwanto, Dedi dan Sair, Alian. 2014. Metodologi dan Historiografi Sejarah. 

 Yogyakarta: Eja Publisher. 

Kahin, Audrey. 2008. Dari Pemberontakan Ke Integrasi : Sumatera Barat dan 

 Politik Indonesia (1926-1998). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 

Kahin, Audrey dan Kahin, Goerge McT. 1997. Subversi Sebagai Politik Luar Negeri: 

 Menyikap Keterlibatan CIA di Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 

Kartodirdjo, Sartono. 2014. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. 

 Yogyakarta: Ombak 

Kementerian Penerangan. 1954. Republik Indonesia : Provinsi Sumatera Selatan. 

 Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia 

Kothari, C.R. 2004. Research Methodology : Methods and Techniques. New 

 Delhi:  New Age Internasional Publishers 

Kuntowijoyo. 2013. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana 

__________. 2003. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana 

Leirissa, R.Z. 1991. PRRI/Permesta Membangun Indonesia Tanpa Komunis. 

 Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 

____________. 1991. PRRI/Permesta : Strategi Membangun Indonesia Tanpa 

 Komunis. Makalah. Dalam: Seminar Sehari “PRRI Permesta Dalam Sejarah 

 Kebangsaan Indonesia”. Jakarta, 30 November 1991: Yayasan Lembaga 

 Penelitian Sejarah dan Kebudayaan 

Mahendra, dkk. 2011. Membaca Sjafruddin Prawiranegara (Dari Ekonomi Sampai 

 PRRI). Jakarta: Panitia Peringatan Satu Abad Mr. Sjafruddin Prawiranegara 

 (1911-2011) bekerja sama dengan Abadi Publishing & Printing 



10 
 

May, Eni. 2015. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia Dan Gagalnya 

 Penerapan Sistem Otonomi Daerah di Sumatera Barat 1956-1961. 

 Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu-Ilmu Budaya Universitas Andalas 

 

Mahjuma, FA. 1972. Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-AD. Jakarta: Dinas 

 Sejarah TNI – AD  

Muhaimin, Yahya A. 2009. Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia 1945-

 1966. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 

Notosusanto, Nugroho. 1985. Perjuangan dan Prajurit. Jakarta: Penerbit Sinar 

 Harapan 

Nuryanti, Reni. 2011. Perempuan Berselimut Konflik: Perempuan Minangkabau di 

 Masa Dewan Banteng dan PRRI. Yogyakarta: Tiara Wacana 

Pambudi, Eko Punto, dkk. 2011. Seri Buku Tempo Natsir: Politik Santun Di Antara 

 Dua Rezim. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)  

Pangabean, M. 1993. Berjuang dan Mengabdi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 

Pham, Van Thuy. 2019. Beyond Political Skin. Singapore: Springer 

Poesponegoro, Djoened dan Notosusanto, Nugroho. 2011. “Sejarah Nasional 

 Indonesia : Zaman Jepang dan Zaman Republik. Jakarta: Balai Pustaka 

Rachmat, Redi dkk. 1992. Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan dan 

 Kesatuan Bangsa: Kasus PRRI. Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

 Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi 

 Dan Dokumentasi Sejarah Nasional 

Rosidi, Ajip. 2011. Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT. 

 Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya 

Salim, Makmum. 1971. Sedjarah Operasi-Operasi Gabungan Terhadap PRRI-

 PERMESTA. Jakarta: Departemen Pertahanan-Keamanan Pusat Sedjarah 

 ABRI 

Santun, Dedi Irwanto Muhammad. 2011. Venesia Dari Timur: Memaknai Produksi 

 dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang Dari Kolonial Sampai 

 Pascakolonial. Yogyakarta: Ombak 

Sjamsuddin, Helius. 2007. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak 

Sugono, D., dkk. (2008) Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta:  PT. 

 Gramedia Pustaka Utama. 

Sulasman. 2014. Metodologi Penelitian Sejarah. Bandung: Pustaka Setia  



11 
 

Sumaatmadja, Nursid. 2006. Konsep Dasar IPS. Jakarta: Penerbit Universitas 

 Terbuka 

Sundhaussen, Ulf. 1986. Politik Militer Indonesia 1945-1967. Jakarta: LP3ES 

Suryana. 2010. Metodelogi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan 

 Kualitatif. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia  

Suryohadiprojo, Sayidiman. 1996. Kepemimpinan ABRI Dalam Sejarah Dan 

 Perjuangannya. Jakarta: Intermasa 

Syamdani. 2008. PRRI : Pemberontakan atau Bukan ?. Yogyakarta: Medpress 

Trihadi. 1971. Sedjarah Perkembangan Angkatan Udara. Jakarta: Departemen 

 Pertahanan-Keamanan Pusat Sedjarah ABRI 

Yuarsa, Feris. 2016. Mohammad Isa (Pejuang Kemerdekaan Yang Visioner). Jakarta: 

 PT Gramedia Pustaka Utama 

Yulianto, Dwi Pratomo. 2005. Militer dan Kekuasaan (Puncak-Puncak Krisis 

 Hubungan Sipil-Militer di Indonesia). Yogyakarta: Narasi 

 

Skripsi : 

Dewi, Fera Yuliana. 2007. Desentralisasi Daerah Di Palembang Tahun 1948 – 

 1957. Tesis. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Universitas Indonesia. 

 Depok. 

Lindawati, 2006. Dewan Garuda di Sumatera Selatan (1956-1958). Skripsi. 

 Palembang: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya 

Rucheti, Dewi. 2012. Pergolakan Politik Pada Masa Kabinet Djuanda (Studi 

 Tentang Peristiwa Cikini 30 November 1957). Surakarta: Fakultas Keguruan 

 Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 

Jurnal : 

Baharuddin. 2015. Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial Dan Kebudayaan. Al-Hikmah: 

 Jurnal Dakwah. 9 (2). 180-205   

Chandra, Ryllian. 2016. KARET PALEMBANG: Perseteruan Pusat dan Daerah 

 Tahun 1950-an. TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam. 16 (1). 

 21-45 



12 
 

Fauziyah, Amatullah dan Yusuf, Syafruddin. 2020. Peranan Letnan I Nawawi Manaf 

 Di Bengkulu Pada Masa Revolusi Fisik Tahun 1945-1949. Jurnal Agastya. 10 

 (1). 67-88 

Mietzner, Marcus. 2008. Comparing Indonesia's party systems of the 1950s and  the 

 post-Suharto era: From centrifugal to centripetal interparty 

 competition. Journal of Southeast Asian Studies. 39(3): 431-453 

Purwanto, Bambang. 2013. ‘Guided Economics’: The Construction of 

 Postcolonial  Indonesian Political Images, 1950s-1960s. Lembaran 

 Sejarah. 10 (1): 87-95 

Sato, Yuri. 2003. Democratizing Indonesia: Reformasi Period in Historical 

 Perspective. Academic Research Respository at The Institute of 

 Developing  Economies. 1 (1): 1-31  

Sholehudin, Miftahus. 2015. ISIS, Pemberontak, dan Teroris Dalam Hukum 

 Internasional. Jurnal El-Qudwah. 10 (1): 1-16 

Tambunan, Wahyu Irwansyah. 2014. Gerakan Politik S.M. Kartosoewirjo (DI/TII 

 1949 – 1962). Jurnal Politeia. 6 (1): 26-27 

 

Surat Kabar 

Harian Umum Nasional (Haluan) (Padang, 1957)  

Suara Rakjat Sumatra (Palembang, 1958) 

Batanghari Sembilan (Palembang, 1960) 

 

Arsip  

ANRI. 2012. Inventaris Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 

 1950-1959 jilid II. Berkas mengenai Laporan-Laporan Biro Keamanan 

 Kabinet Perdana Menteri Mengenai Masalah Gangguan Keamanan, 

 Hubungan Antara Kedutaan Rusia dan Kedutaan RRT, Aktivitas PRRI, PKI 

 dan SEATO 1954. 11 Oktober 1954. No. Arsip: 511 

ANRI. 2012. Konstituante 1956-1960. Berkas Pernyataan Agar Memberantas 

 Pemberontakan PRRI 1957-1959 dan Guntingan Koran Mengenai PRRI Di 

 Sumatera Barat 1958. No. Arsip: 119 dan 121 

 


